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Perseroan terbatas sebagal badan hukum mempunyal karakteristik yang berbeda dengan bentuk badan usaha
lainnya, yaitu bahwa Perseroan terbatas secara yuridis dipandang sebagai subyek hukum yang mandiri atau
dengan kata lain perseroan terbatas dalam hukum dipandang berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang
perorangan yang berada dalam perseroan tersebui.

Keadaan ini membawa konsekuensi bahwa keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta
kekayaan badan itu sendiri dan sebaiknya bilamanaterjadi suatu hutang atau kerugian maka hutang atau
kerugian tersebut dianggap menjadi beban perseroan yang harus dibayar dengan harta kekayaan perseroan
itu sendiri dan tidak dapat dituntut sasmpai kepada harta kekayaan pribadi pemegang saham, Direksi maupun
Komisarisnya.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, temyata asas
keterbatasan tanggung jawab pemegang saham ini masih tetap diakui dan dipertahankan, akan tetapi bersifat
tidak mutlak, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu pemegang saham dapat dituntut bertanggung jawab
sampai kepada harta kekayaan pribadinya terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Demikian
pulaDireks maupun Komisaris perseroan terbatas yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dilakukan
dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab maka bilamana karena kela aiannya tersebut menimbulkan
kerugian bagi perseroan maka Direksi dan Komisaris dapat dituntut pertanggungjawabannya sampai kepada
harta kekayaan pribadinya.

Agar supaya pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan dapat terlepas dari sanksi bertanggung
jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya terhadap semua perikatan yang dibuat atas nama perseroan
maka pemegang saham perseroan harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam UUPT.
Demikian pula halnya dengan Direks dan Komisaris yang dalam pel aksanaan tugasnya hares
mengutamakan kepentingan perseroan dan tetap berpegang teguh pada prinsip "standar kehati-hatian
(standard of care)". Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dan Komisaris, harus memperhatikan prinsip
fiduciary duties, prinsip duties of care, prinsip duties of loyalty, prinsip duties of skill, prinsip dutiesto act
lawfully sertadoktrin ultravires.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=97391&lokasi=lokal

